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ABSTRAK  - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala 

Daerah 2 wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk memperoleh 

persetujuan Bersama. 

  - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU 

No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 

2019. 

  - pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang 

menyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan 

apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah 

ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah 

bersangkutan, maka penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada 

Pemerintah Daerah mengusulkan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat 

termasuk keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam 

Perubahan APBD dan disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Keadaan 

darurat meliputi: a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau 

kejadian luar biasa; b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau 

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan 

publik. Keperluan mendesak meliputi: a. kebutuhan Daerah dalam rangka 

pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun 

anggaran berjalan; b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang 

bersifat wajib; c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah 

Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan 



perundangundangan; d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan 

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau 

masyarakat; dan/atau e. program dan kegiatan yang sumber dananya dari dana 

transfer pemerintah pusat, kebijakan pemerintah pusat, bantuan keuangan 

provinsi dan kebijakan pemerintah provinsi yang dananya diterima setelah APBD 

ditetapkan beserta dana pendampingan dari APBD. 

 CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 September 

2022. 

    

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


